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Abstract 

Reports from SAFEnet and Komnas Perempuan indicate a significant increase in Online 
Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia during 2021-2023. This study addresses the 
previously under-researched role of UN Women, employing a qualitative case study 
based on reports from UN Women, Komnas Perempuan, SAFEnet, and government 
policies. Through Keck and Sikkink's Transnational Advocacy Networks (TANs) 
framework, this research delineates UN Women's transnational advocacy mechanisms 
through four core strategies: information, symbolic, leverage, and accountability 
politics. UN Women functions as a strategic connector that consolidates discourse and 
pressure across diverse actors disseminating campaigns (#WTFMedia, 
#OrangeChallenge), partnering with Meta and TikTok, and supporting the passage of 
the 2022 Sexual Violence Crime Law (UU TPKS). However, its effectiveness is constrained 
by patriarchal norms, weak law enforcement, and regulatory disharmony. Theoretically, 
this study expands the application of TANs to intergovernmental organizations, 
demonstrating that transnational advocacy mechanisms can operate from within global 
institutional structures, not solely from civil society. 

Keywords: UN Women; Online Gender-Based Violence; Transnational Advocacy 
Networks; Indonesian. 

Abstrak  

Laporan SAFEnet dan Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan 
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia selama 2021-2023. Dengan 
menggunakan studi kasus kualitatif berdasarkan laporan UN Women, Komnas 
Perempuan, SAFEnet, dan kebijakan pemerintah, penelitian ini menunjukkan peran UN 
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Women yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 
kerangka Transnational Advocacy Networks (TANs) Keck dan Sikkink untuk menjelaskan 
mekanisme advokasi transnasional UN Women melalui empat strategi utama: politik 
informasi, simbolik, leverage, dan akuntabilitas. Memanfaatkan kampanye 
(#WTFMedia, #OrangeChallenge), bekerja sama dengan Meta dan TikTok, menyebarkan 
kampanye, dan mendukung pengesahan UU TPKS 2022, UN Women berfungsi sebagai 
sarana strategis untuk menggabungkan diskusi dan tekanan lintas aktor. Namun, norma 
patriarki, penegakan hukum yang lemah, dan ketidaksesuaian regulasi menghalangi 
keberhasilannya. Studi ini memperluas penerapan TANs ke organisasi antar-
pemerintah, menunjukkan bahwa mekanisme advokasi transnasional dapat bekerja dari 
struktur kelembagaan global, bukan hanya dari masyarakat sipil. 

Kata Kunci: UN Women; Kekerasan Berbasis Gender Online; Jaringan Advokasi 
Transnasional; Indonesia 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah kehidupan masyarakat 

modern, memberi perempuan peluang untuk belajar, meningkatkan 

keterampilan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Namun, kemajuan ini 

juga menghadirkan ancaman serius berupa Kekerasan Berbasis Gender Online 

(KBGO), yang mencakup pelecehan, penguntitan, peretasan, serta penyebaran 

konten intim tanpa persetujuan.1 

Pada 2021, SAFEnet menerima 677 aduan, sebagian besar dari wilayah 

Jawa. CATAHU 2022 mencatat 869 kasus, sementara pada 2023 jumlahnya 

meningkat menjadi 927 kasus, atau 73% dari seluruh kekerasan publik.2 

Lewis, Rowe, dan Wiper (2017) menekankan betapa pentingnya 

mendorong kekerasan berbasis teknologi di seluruh dunia.3 Di Indonesia, 

Finding Justice in Cyberspace: The Wickedness of Online Gender-Based Violence 

(GBV) oleh Nugraha dan Anugraputri (2022) menunjukkan bahwa KBGO 

merupakan masalah yang kompleks dan sulit diatasi karena melibatkan faktor-

faktor seperti hukum, sosial, budaya, dan teknologi.4 Sementara itu, Islami 

(2021) menekankan bahwa budaya patriarki tercermin dalam media sosial, dan 

Sary dan Rahmasari (2025) menekankan peran UU ITE dan TPKS dalam 

melindungi korban. Studi tersebut masih terbatas pada hukum nasional dan 

domestik, meskipun memberikan pemahaman yang signifikan.5 

Meskipun UN Women merupakan organisasi antar-pemerintah, posisinya 

dalam kerangka TANs terhadap isu KBGO di Indonesia bersifat unik. Sebagai 

bagian dari sistem PBB, UN Women berperan sebagai 'node strategis' yang 

menghubungkan tekanan global dengan agenda nasional, memanfaatkan 

legitimasi institusionalnya untuk memperkuat posisi tawar aktor domestik 
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seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet. Penerapan kerangka TANs dalam 

menganalisis strategi UN Women relevan karena organisasi ini beroperasi 

layaknya aktor jejaring menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, 

menyelaraskan wacana, dan memobilisasi sumber daya lintas batas negara. 

Penelitian ini menawarkan inovasi. Penelitian ini melengkapi kekurangan 

penelitian sebelumnya tentang peran pihak-pihak internasional dalam 

menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, yang selama 

ini didominasi oleh faktor domestik. Serta memperluas penerapan kerangka 

Transnational Advocacy Networks (TANs), yang biasanya digunakan untuk 

menilai NGO, ketika berkaitan dengan masalah digital dengan organisasi antar-

pemerintah seperti UN Women. Berdasarkan kerangka ini, pertanyaan 

penelitian yang diajukan adalah: "Bagaimana UN Women menerapkan empat 

strategi TAN (information, symbolic, leverage, dan accountability politics) dalam 

mengatasi KBGO di Indonesia periode 2021–2023?" 

Penelitian ini memperluas penerapan kerangka Transnational Advocacy 

Networks (TANs) dari organisasi non-pemerintah ke organisasi antar-

pemerintah seperti UN Women, menunjukkan bahwa advokasi transnasional 

juga dapat dijalankan dari dalam struktur kelembagaan global. 

Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) adalah jaringan aktor dari 

berbagai negara yang terhubung oleh nilai bersama, berbagi informasi, dan 

bekerja sama untuk mendorong perubahan kebijakan. Dukungan publik dalam 

jaringan ini biasanya diperkuat melalui keterlibatan LSM, gerakan sosial, donor, 

media, dan kelompok sipil lainnya di seluruh dunia.6  

UN Women dibentuk dengan mandat formal untuk mengoordinasikan 

kebijakan kesetaraan gender antar-negara melalui Resolusi A/RES/64/289; 

sebagai organisasi antar-pemerintah (IGO), ia memiliki posisi khusus dalam 

kerangka Transnational Advocacy Networks (TANs). Posisi ini membuatnya 

menjadi pusat institusional dalam jejaring advokasi transnasional. Melalui kerja 

sama dengan pemerintah, lembaga PBB, dan masyarakat sipil, ia menyebarkan 

norma, data, dan wacana gender ke tingkat nasional. Namun, fleksibilitas 

advokasi dibatasi oleh sifat antar-pemerintahnya karena terikat pada mandat 

dan kepentingan negara-anggota.7 

UN Women menggunakan strategi TANs untuk menangani Kekerasan 

Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia (2021–2023). Dengan melakukan 

ini melalui kampanye publik, kolaborasi teknologi, dan dukungan terhadap 

kebijakan nasional seperti UU TPKS 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
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advokasi transnasional tidak hanya terjadi secara bottom-up, tetapi juga dapat 

terjadi secara dalaman melalui mekanisme kelembagaan global yang 

menempatkan standar ke tingkat domestik. 

Kerangka TANs relevan di Indonesia karena KBGO bersifat transnasional, 

melibatkan perusahaan teknologi global, lembaga internasional, dan komunitas 

advokasi lintas negara. Untuk menanganinya, diperlukan jejaring internasional 

yang menghubungkan tekanan dari seluruh dunia dengan agenda nasional. 

Melalui partisipasinya dalam mekanisme internasional seperti CSW dan CEDAW, 

UN Women memberikan dukungan kepada aktor lokal seperti Komnas 

Perempuan, SAFEnet, dan LBH APIK dalam hal ini.8 

Castillo menyatakan bahwa aktivisme digital melalui media sosial 

memungkinkan mobilisasi lintas negara yang cepat, tetapi juga menghadirkan 

masalah seperti disinformasi, bias algoritmik, dan keberlanjutan aksi. Ini 

membuat penggunaan TAN menjadi penting untuk memahami strategi advokasi 

yang semakin berkembang di dunia digital (Esparcia, Castaño, & Martí¬nez, 

2023).9 

Empat strategi yang digunakan TAN untuk mencapai tujuan advokasinya. 

Pertama, Information Politics (mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang 

dapat dipercaya). Kedua, Symbolic Politics (menggunakan simbol dan narasi 

untuk membingkai masalah). Ketiga, Leverage Politics, yaitu memanfaatkan 

dukungan atau tekanan dari aktor berpengaruh agar target kebijakan bersedia 

merespons. Keempat, Accountability Politics (meminta aktor berpengaruh 

untuk memberi tekanan).10 

Strategi TANs Deskripsi Penerapan 

Information Politics 

Menyebarkan data 

untuk membangun 

kesadaran 

Publikasi data 

KBGO bekerja sama 

dengan Komnas 

Perempuan dan 

SAFEnet. 

Symbolic Politics 

Menggunakan 

simbol untuk 

menarik perhatian 

publik 

Kampanye digital 

seperti #WTFMedia 

untuk menarik 

perhatian publik. 



Advokasi Transnational UN Women 

215 

 

Volume 10, No. 2, November 2025 

Leverage Politics 

Memanfaatkan 

aktor pihak ketiga 

yang berkuasa 

untuk memberi 

tekanan kepada 

targe 

Kolaborasi dengan 

pemerintah dan 

perusahaan 

teknologi untuk 

memengaruhi 

kebijakan. 

 

UN Women bekerja lintas batas dengan aktor lokal maupun global serta 

memanfaatkan strategi advokasi transnasional dalam menghadapi KBGO 

(Esparcia, Castaño, & Martí¬nez, 2023). Isu ini bersifat lintas negara karena 

difasilitasi oleh teknologi digital, yang memerlukan jejaring global yang 

menekan negara, platform digital, dan aktor domestik sekaligus (Creating Safe 

Online Spaces and Beyond: Addressing Online Violence against Women and 

Girls, 2025).11 

Metode Penelitian 

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Metode ini 

dipilih karena memungkinkan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap 

strategi UN Women untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender Online 

(KBGO) di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023.  Studi kasus dianggap relevan 

karena berfokus pada fenomena modern dalam konteks nyata, seperti praktik 

advokasi transnasional di bidang digital Indonesia.12 

Studi ini menggunakan dokumen dan wacana dari berbagai sumber data 

sekunder. Sumber-sumber ini termasuk laporan resmi UN Women, publikasi 

Komnas Perempuan (CATAHU), data SAFEnet, dokumen kebijakan pemerintah 

seperti UU TPKS 2022 dan UU ITE, serta artikel akademik terkait. Dengan 

menggunakan kerangka Transnasional Advocacy Networks (TANs) sebagai lensa 

utama untuk analisis, data diklasifikasikan ke dalam empat kategori strategi 

TAN: information, symbolic, leverage, dan accountability politics. Hal ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan dinamika advokasi. Untuk menjaga 

validitas data, triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan konsistensi 

data dari berbagai dokumen.13  

Pemilihan periode 2021-2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa 

periode ini menandai peningkatan signifikan kasus KBGO sekaligus momen kritis 

pengesahan UU TPKS 2022 dimana UN Women terlibat aktif.14 Meskipun 

penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada data 
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sekunder dan tidak melibatkan wawancara langsung, analisis mendalam dan 

triangulasi yang dilakukan telah memitigasi keterbatasan tersebut untuk 

memastikan keandalan temuan. 15 

Hasil dan Pembahasan 

Information Politics 

Stratgei ‘Information Politics’ menurut Sikkink & Keck,merujuk pada 

kemampuan jaringan advokasi transnasional untuk menyediakan informasi yang 

cepat, kredibel dan dapat dimanfaat secara politik.16 Dalam hal Kekerasan 

Berbasis Gender Online (KBGO), strategi ini menjadi alat advokasi penting yang 

memanfaatkan data SAFEnet dan Komnas Perempuan periode 2021-2023. 

Menurut laporan SAFEnet, jumlah kasus telah meningkat dari 677 pada tahun 

2021 menjadi 927 pada tahun 2023. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat 

bahwa KBGO bertanggung jawab atas 73% kasus kekerasan di ranah publik. Data 

empiris ini digunakan sebagai alat untuk mendorong pemerintah untuk 

mengambil tindakan.17 

 

Gambar 1: KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasar Pengaduan Komnas Perempuan 

Tahun 2022 

Selain menyebarluaskan, data "diteknikalkan" menjadi laporan kebijakan 

dan infografis, sehingga memperkuat legitimasi advokasi. Oleh karena itu, 

Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra LSM-nya dapat menegaskan 

KBGO sebagai masalah kebijakan publik daripada masalah moral dan 

mendorong pengesahan UU TPKS 2022.18 

Transformasi ini terbukti efektik dalam mendorong isu KBGO masuk 

Dengan strategi ini, KBGO berhasil dimasukkan ke dalam agenda nasional dan 

dihubungkan dengan kampanye global Orange the World, yang menunjukkan 

keterpaduan antara cerita lokal dan internasional. UN Women menggunakan 

data untuk advokasi lintas batas melalui mekanisme ini.19 
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Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan untuk 

mengubah tindakan yang dilakukan oleh institusi. Hambatan struktural seperti 

disharmoni regulasi, patriarki, dan bias algoritmik tidak dapat diselesaikan 

dengan data advokasi yang cukup untuk mendorong reformasi lembaga 

penegak hukum atau mengatasi masalah tersebut.20 

Di Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand, yang menghadapi masalah 

kekerasan berbasis gender online, pola serupa terlihat.  Di Filipina, Philippine 

Commission on Women dan UN Women Asia-Pacific menggunakan data kasus 

online untuk menekan platform digital untuk menerapkan kebijakan pelaporan 

berbasis gender. Selain itu, melalui pemanfaatan data nasional di forum regional 

seperti ACWC, fungsi politik informasi menjadi alat advokasi transnasional.21 Di 

Thailand, UN Women melalui Program Safe and Fair menekankan perlindungan 

perempuan migran melalui pelatihan aparat penegak hukum dan penguatan 

undang-undang cyber.  Perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun 

masing-masing negara memiliki budaya patriarki, model advokasi mereka 

berbeda. Indonesia menekankan kampanye publik, Filipina kebijakan platform, 

dan Thailand reformasi kelembagaan. Secara keseluruhan, politik informasi UN 

Women di Asia Tenggara ditegaskan melalui komunikasi data dan strategi lintas 

negara. 

Oleh karena itu, strategi information politics UN Women pada 2021–2023 

berhasil meningkatkan kesadaran global dan domestik tentang KBGO, tetapi 

tidak efektif di seluruh dunia.  Untuk menciptakan tekanan lintas-negara yang 

lebih sistemik, advokasi di masa depan harus menggabungkan data lokal dengan 

jaringan global.22 

Symbolic Politics 

Menurut Margaret Keck dan Kathryn Sikkink (1999), strategi "symbolic 

politics" mencakup penggunaan simbol, tindakan, atau cerita yang dapat 

menghubungkan pengalaman lokal dengan audiens global.  UN Women 

Indonesia menerapkan pendekatan ini dalam konteks KBGO di Indonesia 

melalui kampanye #OrangeChallenge (2021) dan #WTFMedia, yang bertujuan 

untuk menghubungkan korban lokal dengan ruang advokasi internasional.23 

Selain berfungsi sebagai simbol, kampanye tersebut memanfaatkan 

jaringan advokasi internasional. Kerjasama dengan Institut Français Indonésie 

(2023) adalah contoh pemanfaatan jaringan budaya internasional untuk 

meningkatkan kekuatan kampanye.  Oleh karena itu, simbol-simbol kampanye 
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memberikan UN Women kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi 

internasional dan memperoleh legitimasi yang lebih luas.24 

Analisis ini menemukan bahwa keberhasilan simbolik bergantung pada 

jalur konkret dari kesadaran ke kebijakan: kampanye #OrangeChallenge 

mengirimkan data viral ke kampanye SEA regional, dan UN Women dan rekan-

rekannya menggunakan momentum ini untuk membuat rekomendasi untuk 

pemerintahan pusat.  Namun, transformasi narasi simbolik menjadi kebijakan 

institusional yang nyata masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kampanye 

simbolik membutuhkan koneksi antara perasaan publik dan agenda kebijakan.25 

Meskipun visibilitas dan solidaritas global merupakan kekuatan bagi 

symbolic politics, kemampuannya untuk mendorong perubahan kebijakan 

bergantung pada penggabungannya dengan strategi advokasi lain (leverage 

politics, accountability politics).  Simbol hanya menjadi pintu masuk dan bukan 

alat perubahan yang berkelanjutan jika tidak ada jalur advokasi kebijakan yang 

jelas.26 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kampanye simbolik di Indonesia telah 

meningkatkan kesadaran publik, tetapi belum menghasilkan perubahan besar 

dalam prosedur atau peraturan.  Seperti, tidak ada peraturan yang mengatur 

kampanye yang secara langsung muncul sebagai hasil dari tagar viral.  Hambatan 

struktural seperti algoritma platform dan budaya patriarki masih belum diatasi 

secara menyeluruh. 

Hal ini memperkuat argumen Islami (2021) bahwa tanpa disertai 

intervensi structural, aktivisme simbol di media sosial rentan pada slacktivism. 

Filipina dan Thailand memiliki kekuatan narasi simbolik pada kemampuan 

mereka untuk membangun momentum; namun, kelemahannya muncul ketika 

momentum tersebut tidak diikuti dengan advokasi kebijakan yang konsisten. 

Pola ini mirip dengan pola di Indonesia, di mana simbol sangat penting untuk 

meningkatkan kesadaran publik, tetapi tidak cukup untuk mendorong 

transformasi structural.27 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi 

symbolic politics UN Women Indonesia berhasil membuka ruang visibilitas dan 

menghadirkan simbol global-lokal, namun untuk mendorong perubahan 

kebijakan dan institusi secara nyata, strateginya harus dipadukan dengan 

tekanan jaringan advokasi internasional (boomerang model), pembentukan 

kemitraan dengan pembuat regulasi, serta pemantauan dan akuntabilitas 

lanjutan. 
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Rekomendasi untuk penguatan: simbol harus segera diintegrasikan ke 

dalam proses advokasi kebijakan melalui pembentukan forum diskusi dengan 

pembuat kebijakan, keterlibatan media sosial dalam perumusan undang-

undang, dan pengukuran hasil kebijakan. Kampanye simbolik cenderung hanya 

meningkatkan kesadaran dan tidak membawa perubahan struktural.28 

Indonesia dan Filipina memanfaatkan simbol global untuk mendukung 

lokal, seperti yang dilakukan UN Women di Indonesia.  Di Filipina, kampanye 

"#GirlsNotObjects" mengaitkan kekerasan online dengan perwakilan 

perempuan di media digital, mendorong perubahan kebijakan internal 

perusahaan iklan, dan di Thailand, kampanye "#Don'tTellMeHowToDress" 

diubah menjadi simbol penolakan pelaku pembohongan dan dimasukkan ke 

dalam kurikulum pelatihan aparat.  Sementara itu, inisiatif di Indonesia seperti 

"#OrangeChallenge" dan "WTFMedia" terus berusaha meningkatkan kesadaran 

publik tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan pada sistem.  Hal ini 

menunjukkan bahwa politik simbolik dapat digunakan di seluruh dunia, tetapi 

efektifitasnya bergantung pada aktor lokal yang dapat mengubah momentum 

politik simbolik menjadi kebijakan berkelanjutan. Oleh karena itu, UN Women 

Indonesia dapat memperkuat strateginya dengan menerapkan pendekatan 

advokasi kebijakan seperti di Filipina dan Thailand. 

Leverage Politics 

Leverage Politics menekankan kemampuan jaringan advokasi 

transnasional untuk memobilisasi pihak-pihak yang berpengaruh untuk 

menekan pembuat kebijakan. Strategi ini dilaksanakan oleh UN Women melalui 

kolaborasi lintas-aktor dengan Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, 

Kemenkominfo, Kemenkumham, dan perusahaan global seperti TikTok dan 

Google dalam konteks KBGO di Indonesia.29 

Kolaborasi ini menciptakan tekanan vertikal dan horizontal. Tekanan 

vertikal berasal dari lembaga internasional seperti CEDAW pada pemerintah 

nasional, dan tekanan horizontal berasal dari jaringan lokal seperti SAFEnet dan 

LBH APIK pada lembaga negara.  Metode ini menggunakan pola boomerang 

untuk memengaruhi kebijakan domestik melalui tekanan internasional dan 

domestik.30 Hasil wawancara dan laporan tahunan UN Women menunjukkan 

bahwa mekanisme ini berhasil meningkatkan adopsi standar internasional 

dalam diskusi kebijakan domestik.  Namun, karena kapasitas lembaga nasional 

yang tidak memadai dan kurangnya mekanisme untuk memantau kerja sama 

antarinstansi, fungsinya masih lemah. 
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Forum "Pulse Talk" meningkatkan tekanan publik terhadap kementerian 

terkait dan memungkinkan negosiasi lintas sektor. Meskipun demikian, hasil 

forum ini belum diikuti dengan komitmen anggaran atau rencana tindakan yang 

jelas untuk seluruh negara.31 

Pada SAFEnet, dukungan ini terefleksikan dalam publikasi panduan 

penanganan KBGO yang mendapatkan legitimasi resmi dari Kementerian PPPA 

dan Komnas Perempuan.32 Sementara bagi LBH APIK, UN Women memberikan 

pendampingan teknis dan finansial yang memungkinkan kasus-kasus lokal 

memperoleh perhatian dan advokasi di tingkat internasional. Melalui strategi 

ini, UN Women berhasil mentransformasikan karya LSM lokal menjadi alat 

tekanan politik yang efektif untuk mendorong respons pemerintah terhadap 

KBGO.33 

Keterlibatan perusahaan teknologi global menjadi elemen khas dalam 

strategi leverage politics UN Women, yang tercermin dari kolaborasi strategis 

dengan raksasa digital seperti Google, Twitter (X), Meta (Facebook), dan TikTok. 

Bentuk kolaborasi ini meliputi dukungan finansial (seperti dana iklan Google 

untuk promosi kesetaraan gender), kampanye publik (#ThereIsHelp di Twitter), 

fasilitasi akses bantuan korban (Meta), hingga inovasi teknis seperti pusat 

informasi KBGO dalam aplikasi TikTok pada kampanye 16 Hari Antikekerasan 

2021. Meskipun ada keuntungan dari sumber daya publik dan jangkauan, 

kolaborasi dengan perusahaan teknologi global juga memiliki kekurangan. Tidak 

banyak tekanan politik yang berasal dari perubahan kebijakan struktural seperti 

peraturan perlindungan data atau proses hukum digital; lebih banyak kampanye 

publik.34 

Secara kritis, strategi leverage UN Women lebih kuat pada tahap koalisi 

dan visibilitas isu, tetapi belum cukup efektif mengubah kebijakan karena tiga 

hambatan utama: (1) lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, (2) resistensi 

politik konservatif, dan (3) ketergantungan pada UU ITE yang multitafsir.35 Untuk 

memperkuat efektivitasnya, UN Women perlu menginstitusionalisasi forum 

koordinasi dengan kementerian dan mengaitkannya langsung dengan 

mekanisme akuntabilitas CEDAW.36 

Accountability Politics 

Accountability politics, menurut Keck & Sikkink (1999), merujuk pada 

upaya untuk menuntut komitmen formal yang telah disetujui oleh pihak 

berkuasa untuk diwujudkan dalam tindakan.  Strategi ini sangat penting untuk 



Advokasi Transnational UN Women 

221 

 

Volume 10, No. 2, November 2025 

KBGO di Indonesia untuk memastikan bahwa UU TPKS (2022) dan kewajiban 

CEDAW diterapkan dengan baik. 

UN Women bekerja sama dengan Komnas Perempuan, SAFEnet, dan LBH 

APIK untuk membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan tahunan untuk 

forum CEDAW 2021. Namun, kekacauan institusional dan sanksi politik yang 

lemah terhadap pelanggaran komitmen menghambat mekanisme ini.37 

Meskipun UU TPKS 2022 adalah hasil dari kampanye advokasi 

internasional, itu tidak memiliki reformasi kelembagaan atau alat pengawasan.  

Sementara pemerintah kekurangan petunjuk teknis tentang pendampingan 

korban dan pengumpulan bukti digital, mereka masih cenderung bergantung 

pada UU ITE. Forum CEDAW dan CSW seharusnya berfungsi sebagai mekanisme 

akuntabilitas global, tetapi laporan masyarakat sipil yang tidak jelas 

menunjukkan bahwa reformasi struktural di dalam negeri tidak diikuti oleh 

tekanan politik dari luar. Tidak adanya penilaian lintas-kementerian dan 

dominasi budaya patriarki di lembaga hukum menyebabkan kesulitan. 38 

Tiga faktor utama bertanggung jawab atas kegagalan accountability 

politics di Indonesia: (1) kurangnya integrasi antara hukum internasional dan 

standar nasional, (2) tidak ada mekanisme sanksi atau penegakan untuk 

pelanggaran kebijakan, dan (3) ketidaksetujuan yang menormalisasi kekerasan 

digital terhadap perempuan secara budaya dan politik.39 Selain itu, 

ketidaksesuaian antara UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS membuat 

penegakan hukum menjadi lebih sulit.40 Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa 

perempuan di daerah terpencil tidak dapat mendapatkan layanan 

pendampingan karena sumber daya finansial dan teknologi masih terpusat di 

wilayah perkotaan.  

Dengan demikian, strategi accountability UN Women berhasil mendorong 

komitmen formal, tetapi gagal melaksanakannya secara struktural.  Agar 

tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada retorika internasional, 

diperlukan network accountability domestik yang melibatkan masyarakat sipil, 

platform digital, dan lembaga negara. 

Hal serupa juga ditemukan di Filipina dan Thailand. Pemerintah di kedua 

negara ini telah menjadi bagian dari diskusi global tentang perlindungan 

perempuan di dunia digital, tetapi kekurangan institusi penegak hukum dan 

konflik politik di dalam negeri membuat upaya ini kurang efektif. emuan empiris 

ini memperkuat tesis Syahrir (2025) bahwa akuntabilitas politik dalam kerangka 

TANs cenderung berfungsi sebagai tekanan normatif (naming and shaming) 



Maura Putri Rahmat, Made Panji Teguh Santoso 

222 
 

Volume 10, No. 2, November 2025 

daripada mekanisme yang dapat menjamin perubahan kebijakan yang efektif 

dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab politik, 

sebagaimana dijelaskan oleh Keck & Sikkink, memiliki batasan ketika 

berhadapan dengan negara yang institusinya rapuh. Oleh karena itu, strategi 

akuntabilitas berfungsi sebagai tekanan normatif daripada menjamin 

perubahan kebijakan yang efektif.  

Penutup 

Penelitian ini menemukan bahwa Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa 

bertindak sebagai aktor advokasi transnasional dalam menangani Kekerasan 

Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 

dengan menggunakan empat strategi Transnasional Advocacy Networks (TANs): 

informasi, simbolik, pengaruh, dan tanggung jawab politik.  Hasil ini memperluas 

penerapan teori TAN pada masalah digital dan organisasi antar-pemerintah. 

Mereka juga menegaskan bahwa elemen domestik seperti disharmoni regulasi, 

budaya patriarki, dan kapasitas kelembagaan memengaruhi efektivitas 

advokasi.  Contoh di Filipina dan Thailand menunjukkan bahwa hambatan untuk 

mengubah komitmen normatif menjadi kebijakan nyata bersifat regional. 

 Untuk meningkatkan efektivitas advokasi, UN Women perlu 

memperkuat pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor, termasuk 

dengan pengembang teknologi dan masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia 

disarankan menyelaraskan regulasi antara UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi 

serta memperkuat penegakan hukum. Selain itu, platform digital diharapkan 

menerapkan kebijakan pelaporan dan moderasi konten yang lebih responsif 

gender guna menciptakan ruang daring yang aman bagi perempuan. 
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